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INTISARI

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis urgensi dari
pelampiran Surat Rekomendasi dari Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten
Gianyar sebagai dasar pertimbangan yang digunakan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Gianyar untuk memproses tukar menukar tanah Pelaba Pura di Desa
Adat Blangsinga, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan mengetahui
implikasi ketiadaan Surat Rekomendasi dari Parisadha Hindu Dharma Indonesia
(PHDI) Kabupaten Gianyar dalam melakukan tukar menukar tanah Pelaba Pura.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian
yuridis empiris dilakukan dengan cara wawancara terhadap beberapa narasumber,
yaitu para pihak yang melakukan peralihan hak atas tanah adat: Kantor Pertanahan
Kabupaten Gianyar dan PHDI Kabupaten Gianyar, dan dari akademisi: Guru Besar
Hukum Adat Universitas Udayana dan Guru Besar Hukum Agraria Universitas
Warmadewa. Data sekunder diperolen dengan telaah peraturan perundang-
undangan. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan
metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Rekomendasi PHDI Kabupaten
Gianyar berfungsi sebagai syarat tambahan peralihan hak atas tanah. Tujuan
utamanya adalah untuk memastikan bahwa tanah sakral tersebut layak dialihkan,
mencegah konflik sosial internal di desa adat, dan melindungi aset pura dari
penyalahgunaan oleh oknum yang berkepentingan. Dengan demikian, Surat
Rekomendasi ini bukan penghambat birokrasi, melainkan sebuah mekanisme
preventif untuk menjamin transparansi, mengharmoniskan hukum, dan memastikan
bahwa pemanfaatan tanah tersebut pada akhirnya benar-benar untuk kepentingan
masyarakat adat. Tidak dilampirkannya Surat Rekomendasi dari PHDI Kabupaten
Gianyar dapat menimbulkan implikasi konflik horizontal dengan masyarakat adat,
seperti: protes dari masyarakat adat, pengucilan sosial, sengketa akses, dan
sebagainya. Tanpa rekomendasi PHDI Kabupaten Gianyar, Kantor Pertanahan
Kabupaten Gianyar tidak akan melakukan pendaftaran tanah.

Kata Kunci: Balik Nama, Tanah Pelaba Pura, Desa Adat, Kantor Pertanahan,
Parisadha Hindu Dharma Indonesia

! Jalan Pantai Purnama, Gang SD Negeri 5 Sukawati, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

2 Jalan Sosio Yustisia Bulaksumur Nomor 1, Desa Karangmalang, Kecamatan Caturtunggal,
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
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IN THE TRANSFER OF TEMPLE’S LAND CERTIFICATE (CASE
STUDY OF LAND EXCHANGE IN BLANGSINGA VILLAGE,
BLAHBATUH DISTRICT, GIANYAR REGENCY)

By: | Gede Made Fajar Marhaendra Putra® and Agus Sudaryanto?
ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the urgency of attaching a letter
of recommendation from the Parisadha Hindu Dharma Indonesia of Gianyar
Regency as a basis for consideration used by the Land Management Office of
Gianyar Regency to process the exchange of temple’s land in Blangsinga Village,
Blahbatuh District, Gianyar Regency, and to determine the implications of the
absence of a letter of recommendation from Parisadha Hindu Dharma Indonesia
(PHDI) Gianyar in exchanging temple land.

The type of research used was empirical juridical research. Empirical
juridical research was conducted by interviewing several sources, namely the
parties involved in the transfer of temple land rights: the Land Management Office
of Gianyar and PHDI Gianyar, and from academics: Professor of Customary Law
at Udayana University and Professor of Agrarian Law at Warmadewa University.
Secondary data were obtained through an examination of laws and regulations . The
reaserch data were analyzed qualitatively and cncluded using a deductive method

The results of the study show that the PHDI Gianyar Recommendation
Letter serves as a means of legitimizing the transfer of land rights. Its main purpose
IS to ensure that the sacred land is eligible for transfer, prevent social conflicts in
the village, and protect temple assets from misuse by interested parties. Thus, this
recommendation letter is not a bureaucratic obstacle, but rather a preventive
mechanism to ensure transparency, harmonize laws, and ensure that the use of the
land is ultimately for the benefit of the indigenous community. Failure to attach a
recommendation letter from the PHDI can lead to horizontal conflicts with the
indigenous community, such as protests from the indigenous community, social
exclusion, access disputes, and so on. Without the recommendation from the PHDI
Gianyar, the Land Management Office of Gianyar will not register the land.

Key words: Land Exchange, Temple Land, Indigenous Community, Land
Management Office, Parisadha Hindu Dharma Indonesia

! Pantai Purnama Street, Sukawati District, Gianyar Regency, The province of Bali.
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